5.1.

BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. LAPI Laboratories yaitu:

1.

5.2.

Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories mampu meningkatkan
pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi, dan
tanggung jawab dalam melaksanakan praktek pelayanan
kefarmasian di industri farmasi.

Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories membantu calon
apoteker untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan,
dan pengalaman praktis sebagai calon apoteker.

Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories membantu calon
apoteker untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat dan
mempelajari strategi serta penerapan CPOB dalam dunia praktek
kefarmasian.

Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories membantu calon
apoteker untuk mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan

pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan Praktik Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di PT. LAPI Laboratories yaitu:

1.

Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri dalam
melaksanakan kegiatan PKPA sehingga dapat membekali diri

dengan berbagai penerapan CPOB dalam industri farmasi
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Mabhasiswa calon apoteker diharapkan dapat berperan aktif dalam
melaksanakan PKPA sehingga bisa menambah pengalaman, ilmu,
serta keterampilan yang lebih luas sebagai bekal di dunia kerja
khususnya di industri farmasi.

PT. LAPI Laboratories diharapkan dapat terus menjalin kerja sama
dengan Program Studi Profesi Apoteker dari berbagai perguruan
tinggi, khususnya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
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